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PUTUSAN
Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.BL

ZeAR= b 2
%\TLﬁE&M
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan
perkara cerai gugat antara:

uasa khusus
3  = dalam Buku

pUS Nomor
5 Juli 2024,

XXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama erjaan Swasta, pendidikan SLTA,
tempat kediaman di xxxxxxxxx Blitar, sekarang berdomisili

di xxxxxxxxxx Blitar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan telah memeriksa
bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2024 yang

didaftarkan di  Kepaniteraan Pengadilan Agama  Blitar  Nomor
2103/Pdt.G/2024/PA.BL, mengajukan hal-hal sebagai berikut:
1.Bahwa pada hari selasa, tanggal 15 November 2011 Penggugat dan
Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binangun, Kabupaten

Blitar, sebagaimana bukti kutipan Akta Nikah Nomor :

XXXXXXXXXX

2.Bahwa setelah Z

Februari 2Q
Penggugat; @
3.Bahwa,
rukun dan §
muncul yandi di

cok) terus m

dalam rumah t§
3.1.

anJisrgugagYang #lsebabkan oleh :
§.Jpegigfasilannya, bahkan

3.2. Tergugat yng i bidang pelayaran membuat
komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat terhambat, bahkan
Tergugat jarang sekali memberikan dan/atau menanyakan kabar
anaknya serta Penggugat;

3.3. Penggugat merasa lelah dengan sikap acuh dan abai dari
Tergugat, bahkan Penggugatlah yang selalu aktif menanyakan kabar,

namun tidak direspon oleh Tergugat;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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3.4. Ketika Tergugat pulang berlayar dan kembali ke Blitar,
Tergugat tidak memberikan kabar dan langsung pulang kerumah
orang tua Tergugat;

3.5. Tergugat tidak memberikan perhatian selayaknya seorang
suami kepada keluarga, seperti saat Penggugat hamil, Tergugat
sama sekali tidak pernah mau mengantar Penggugat ke dokter,
padahal Tergugat saat itu berada dirumah orang tua Tergugat, serta
sikap Tergugat tersebut berlarut sampai dengan anak lahir dan

tumbuh besar;

pulang kerumahfore g tuanyadigbursynRamp? Q Rt. 001 Rw. 004,

Desa Margo, ‘ ""‘trejo 3 Adh Blitar sampai

Lip tidak rukun
dan tidak harfdnis $Brta frefpi ma £ #f tahun 9 bulan,

istri, dan seménja 1 egoeri nafkah kepada

Penggugat;

yang bernama xxxxxxxxxxx, lahir di Blitar, 26 Februari 2013, umur 11 tahun
masih dibawah umur, sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 3572-LT-
02082013-0018, maka berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dan
Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus
2003, maka sangat beralasan secara hukum apabila hak asuhnya jatuh
kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan untuk seluruh biaya
perawatan serta pemeliharaan anak, sepenuhnya menjadi kewajiban
Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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7. Bahwa Penggugat berprofesi sebagai Pegawai Negeri sipil (guru) pada

SMKN 1 Panggungrejo Kabupaten Blitar, yang telah memperoleh izin
melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang ( dalam hal ini
Gubernur Jawa Timur) berdasarkan surat Keputusan Gubernur Jawa Timur
Nomor 400.12.3.2/1719/204/Tahun 2024 tentang pemberian izin proses
perceraian, tanggal 29 Mei 2024, yang menyatakan memberikan izin
kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap
Tergugat ;

ohon kepada

Ketua Pengadild Briksa Perkara
berkenan untuk

menjatuhkan putlig

PRIMER
1. :
2 pgohro  Tergugat
(Xxxx
3 ukum bahwa anak
bernama K GUS WIDODO, lahir
di Blitar, 26 FebrC n hak asuhnya/hadhanah
kepada Penggugat;
4, Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya
menurut hukum yang berlaku;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat
dan kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan
relaas panggilan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 26 Juli 2024 dan
tanggal 08 Agustus 2024 telah dipanggil sebanyak 2 kali namun tidak pernah
hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai sebagai wakil
atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan
yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara

alat bukti surat, g
1. Fotokopi
Penggugat yarng} [
September 201
dinezegelnd (P."l);

Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 15 November 2011, yang
telah dicocokan dengan aslinya dan telah dinezegelnd (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxxxxx  atas nama
XXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 2 Agustus 2013, yang
telah dicocokan dengan aslinya dan telah dinezegelnd (P.3);

Bahwa selain bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua)

orang saksi yang bernama;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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1. XOXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,

tempat kediaman di XXxXxxxxxxxxx Blitar;
Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
kakak kandung Penggugat;
-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah

menikah pada tahun 2011;

- Bahwa saksis

beribadah,

lainnya ;

- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut
Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1
tahun 9 bulan;

- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah
memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah orang baik-baik,

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung telah berusaha untuk memberikan

nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat

dengan Tergugat;
2. XXXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja,
bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Blitar;
Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

tetangga Penggugat;

anak berna

tahun;

- Bahwa sa a tersebut sejak
kecil telah kasih sayang
oleh Pengdt k.

-Bahwa sd& Ing baik, rajin
beribadah, t i tindak pidana
lainnya ;

- Bahwa saksi an Tergugat rukun

dan harmonié, harmonis, karena
sering berselisih daf
penghasilannya, Tergugeiis=g ikart i kah yang cukup pada
Penggugat dan kurang baiknya komunikasi antara Penggugat dan
Tergugat karena pekerjaan Tergugat adalah pelayaran dan jarang pulang

- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut
Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1
tahun 9 bulan;

- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah

memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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-Bahwa saksi sebagai tetangga telah berusaha untuk memberikan
nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi
tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat
dengan Tergugat;
Bahwa untuk selanjutnya, Penggugat menyatakan sudah tidak lagi
mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang
pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal

pokoknya adalah g¢
Menimba
mempertimbangka

serta keduduka

Pengadilan Agama i
isi dari materi kuasa
berperkara dan telah
kuasa, begitu juga Kartu , 17
telah disumpah oleh Pengadilan npat, maka majelis berpendapat,
bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah
sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23
Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994
dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai
kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan
tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a

quo;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang
Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah aturan
administrasi kepegawaian yang berkaitan dengan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Meskipun ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak termasuk
hukum acara Peradilan Agama (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 11
K/AG/2001, tanggal 10 Juli 2003), namun hakim pemeriksa perkara perlu
mengingatkan kepada para pihak yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri

Sipil (PNS) dan hendak melakukags ‘,,'.'--'-'ﬂ'ié-r'-'.' agar memenuhi kewajibannya

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan
perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam yang
tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1)
huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1
huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama
berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;
Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat
berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, sesuai Pasal 73 Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan

kewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar;

Ayat (1) huruf (a) daf Re 1da@g-Rdan n 1989 tentang
‘ Rk 3 Tahun 2006
nP009;

perubahan kedua
terpenuhi dalam pé'rka _‘ /4

Menimbang, bahway] PRyl efdeh Agung R.I. Nomor 1
- engharuskan kehadiran
kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di ruang sidang
tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Jurusita Pengganti
Pengadilan Agama Blitar telah memanggilnya secara resmi dan patut,
sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR karenanya Tergugat harus dinyatakan
tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer
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Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits

Nabi dalam Kitab Hadits Mu’inul Hukkam halaman 96 yang berbunyi:
Ala (g pSla W e ot J8 alug adle ) s ol () sl (e
A aa Y s g g ol Cpalind
Artinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda: “barangsiapa

yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan,
sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang

- Tergugat tidak memberikan perhatian selayaknya seorang suami kepada

keluarga, seperti saat Penggugat hamil, Tergugat sama sekali tidak pernah
mau mengantar Penggugat ke dokter, padahal Tergugat saat itu berada
dirumah orang tua Tergugat, serta sikap Tergugat tersebut berlarut sampai
dengan anak lahir dan tumbuh besar, dan puncaknya Penggugat dengan
Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang + 1 tahun 9 bulan lamanya,
atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra

Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer
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Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat, namun
karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum
acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk
membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat

tentang penyesug
surat bukti tersel

mengikat berdasarig

Menimbang, WiVl e e Pan 2 (dua) orang
saksi, bukan orang yai, dildan J&h yalo telah memberikan
keterangan di bawah sthgpghnya. g orang demi seorang

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi
berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok
perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena
itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi
syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 141 ayat (1), 147, 170,
171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
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2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang telah
dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama
Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat tercatat
sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa antara

Penggugat dan Tergugat adalaj, f.:é-'--iié-a;' ang menikah secara sah pada
tanggal 15 November 2Q . :
Kutipan Akta Nikah, maj { 2N Pasars.ay
telah terbukti menurglAukdmbahwa antara Pemy

suami istri sah;

>

Menimbang

1.

. Bahwa sejak ked
AGUS WIDODO,

Penggugat;
3. Bahwa Penggugat adalah seorang Ibu yang baik, tanggung jawab, rajin
beribadah, tidak pernah terlibat tindak kejahatan atau tindak pidana lainnya ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sudah
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak
jujur masalah penghasilannya, Tergugat memberikan nafkah yang cukup
pada Penggugat dan kurang baiknya komunikasi antara Penggugat dan
Tergugat karena pekerjaan Tergugat adalah pelayaran dan jarang pulang
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5. Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah
terjadi pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan selama
+ 1 tahun 9 bulan lamanya,;
6. Bahwa Para saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi
tidak berhasil,
Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik
dalam Al Qur’an surat Al Rum ayat 21 yang berbunyi:

EPe A

i mE LA A E .. Acc oE Lo
;»—4=~° Jams L) 1550 el Sl Bn S0 Gl8 O Zaxils (g

Artinya: Dan diangy la, ¢ Dia menciptakan

untukmu

aha Esa;

#sah tempat tinggal

unikasi, maka rumah
didamaikan lagi, rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan
perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis
Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil
sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan
kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat

diceraikan;
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Menimbang, bahwa relevant dengan perkara ini, dapat diambil sebuah
tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik

menegaskan:
Ale Al 35 35 e g dll 8 guin pin gyl guia gy ¥

Artinya: “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang
memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja
yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolajessiemimsaadits tersebut dan dihubungkan

8 pluadl plgd dxe C‘h“““" bY Lc.: La.a C_g_).]i)_,‘,ai 4}_9_}.!1 Casal 13
ddll oo\dl lgdllay Jidu=9 Gl (o2B)) e lal Ol ety gy
4L

pai karena suagainya 4,, aglgrotkan terhadap

ha an

dibolehkan erai kepada hakim
dan bila mac gkan perdamaianpun
tidak tercapai, mé lak satu ba’in

Menimbang, bahwa berdas R ngan-pertimbangan tersebut di
atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah
terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan
dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan
Penggugat patut dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu

bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
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Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi
Penggugat telah terbukti bahwa xxxxxxxxxxxx adalah anak dari Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena anak tersebut belum mumayyiz atau
belum berumur 12 tahun maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi
Hukum Islam, serta sikap Penggugat yang penuh tanggung jawab terhadap
anak tersebut, maka layak jika hak mengasuh anak xxxxxxxxxxxx diberikan
kepada Penggugat, oleh karena itu permohonan Penggugat agar ditetapkan

Blitar, 26 Februari 2
berumur 12 tahu

2017 Sebagai Fg
pemegang hak

menjamin kepentingan anak, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi
Tergugat selaku ayah kandung anak untuk mengajukan gugatan pencabutan
hak asuh (hadlanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini hak asuh
(hadlanah) ditetapkan kepada Penggugat, ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang putusan, Penggugat mengaku dalam
keadaan suci;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan,
berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
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1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka beaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan

akses yang
an rasa kasih

k mengganggu

Demikian,
berdasarkan musyawara

Moh. Jaenuri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Abu Syakur, M.H.,
dan Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh
Nur Azizah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis
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Ttd.
Moh. Jaenuri, S.H., M.H.
Hakim Anggota
Ttd.

Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.

Panitera Pengganti

# HO0ntuk salinan
gadilan Agama Blitar
a.n. Panitera

Surat Kuasa......... Panitera Muda Gugatan,

4. Panggilan ............ Rp. 600.000,00

5. PNBP Panggilan... Rp. 20.000,00
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7. Redaksi............... Rp. 10.000,00 . .

8. Meterai ... Rp. 10.000,00 Yusri Agustiawan, S.H., M.H.
Jumlah ............... Rp. 780.000,00

(tujuh ratus delapan puluh ribu
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